
 

 
 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA RI 

No.5047 PERTAMBANGAN. Minyak. Gas Bumi. Usaha 
Hulu. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128) 

  
PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 55 TAHUN 2009 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU 

MINYAK DAN GAS BUMI 

I. UMUM 
Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 002/PUU-
I/2003 tanggal 21 Desember 2004 atas permohonan pengujian formil dan 
materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi, mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 khususnya frasa “diberi wewenang” dalam Pasal 12 
ayat (3) dan frasa “paling banyak” dalam Pasal 22 ayat (1) dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan dalam rangka penataan kembali 
kewajiban Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau 
Gas Bumi dalam negeri, harus dilakukan perubahan atas ketentuan Pasal 1, 
Pasal 6, Pasal 46, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005.   
Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

www.peraturan.go.id


